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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji 
bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan 
illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara di 
Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait illicit enrichment 
sebagai upaya pemulihan aset negara. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang ditulis 
dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti 
studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-
undangan terkait dengan penelitian. Hasil penelitian diketahui 
bahwa Indonesia hingga saat ini belum menjadikan illicit 
enrichment sebagai delik di dalam Undang-Undang Tipikor 
sehingga upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara 
belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih terdapat 
keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam 
memberantas tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian 
keuangan negara. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to find out and examine how 
future criminal law policies related to illicit enrichment as 
an effort to recover state assets in Indonesia. The 
formulation of the problem in this study is how criminal law 
policy related to illicit enrichment as an effort to recover 
state assets. This research uses a type of Normative Judicial 
research, which is writen by analyzing and examining legal 
materials such as literature studies, legal literature, and 
laws and regulations related to research. The results of the 
study found that Indonesia has not yet made illicit 
enrichment an offense in the Anti-Corruption Law so that 
efforts to restore state financial losses have not been 
maximized, because there are still limitation in Law Number 
20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 
1999 concerning Eradication of Corruption in combating 
corruption and recovering state financial losses. 
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A. PENDAHULUAN	
Tindak	pidana	korupsi	 terus	menjadi	permasalahan	yang	tidak	pernah	berakhir	di	

negeri	ini.	Tindak	pidana	ini	tidak	hanya	merugikan	keuangan	negara	saja,	tetapi	juga	
melanggar	hak-hak	sosial	dan	ekonomi	masyarakat.	Oleh	karena	 itu,	dapat	dikatakan	
bahwa	 korupsi	merupakan	 extraordinary	 crime	 yang	membutuhkan	 penanganan	 dan	
pemberantasan	 yang	 luar	 biasa	 pula.	 Korupsi	 didefinisikan	 oleh	 Transparency	
International	 sebagai	 tindakan	 penyalahgunaan	 kekuasaan	 dan	 kepercayaan	
masyarakat	 untuk	 kepentingan	 pribadi.1	 Di	 Indonesia,	 pengaturan	 terkait	 korupsi	
terdapat	 di	 dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2001	 Tentang	 Perubahan	 Atas	
Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	 1999	 Tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	
Korupsi.	
Dalam	 upaya	 mengatasi	 kerugian	 keuangan	 negara	 yang	 timbul	 akibat	 tindak	

pidana	 korupsi,	 Undang-Undang	 tindak	 pidana	 korupsi	 saat	 ini	 telah	 mengatur	
mengenai	pemulihan	aset/keuangan	negara	melalui	pengembalian	aset	yang	sekaligus	
bertujuan	 untuk	 memiskinkan	 para	 koruptor.	 Akan	 tetapi,	 pada	 praktiknya	 proses	
pengembalian	aset/keuangan	negara	tersebut	belum	berjalan	dengan	optimal.			
Isu	 terkait	 tindak	 pidana	 korupsi	 tidak	 hanya	 menjadi	 tantangan	 bagi	 Indonesia	

saja,	 tetapi	 juga	menjadi	permasalahan	global	 yang	mendorong	Perserikatan	Bangsa-
Bangsa	 (PBB)	 untuk	 membentuk	 konvensi	 Internasional	 dalam	 upaya	 melawan	
korupsi,	yaitu	United	Nations	Convention	Against	Corruption	(UNCAC)	pada	tahun	2003.	
Konvensi	 anti	 korupsi	 tersebut	 mewajibkan	 para	 negara	 peserta	 untuk	
mengimplementasikannya	 dengan	 menyelaraskan	 hukum	 dan	 peraturan	 nasional	
dengan	konvensi	tersebut.		
Salah	 satu	 delik	 yang	 terdapat	 didalam	 UNCAC	 yaitu	 mengenai	 illicit	 enrichment.	

Definisi	 illicit	enrichment	menurut	Pasal	20	UNCAC	yaitu	peningkatan	yang	signifikan	
pada	aset-aset	yang	dimiliki	oleh	pejabat	publik	yang	mana	ia	tidak	dapat	menjelaskan	
secara	 masuk	 akal	 sehubungan	 dengan	 pendapatannya	 yang	 sah	 menurut	 hukum.	
Indonesia	 merupakan	 salah	 satu	 negara	 yang	 telah	 meratifikasi	 UNCAC	 melalui	
Undang-Undang	Nomor	7	Tahun	2006	 tentang	Pengesahan	United	Nation	Convention	
Against	 Corruption,	 namun	 sampai	 saat	 ini	 illicit	 enrichment	 belum	 menjadi	 delik	
pidana	dalam	sistem	hukum	Indonesia.		
Saat	 ini	 yang	 perlu	 dilakukan	 adalah	 melakukan	 pengejaran	 terhadap	 aset	 yang	

dimiliki	 oleh	 para	 koruptor.	 Indonesia	 memerlukan	 peraturan	 khusus	 yang	 dapat	
merampas	kekayaan	pejabat	publik	yang	meningkat	secara	signifikan,	namun	asal-usul	
keabsahannya	 tidak	 dapat	 dijelaskan.	 Akan	 tetapi	 Indonesia	 masih	 belum	 memiliki	
peraturan	ini	walaupun	telah	diamanatkan	dalam	Pasal	20	UNCAC.		
Padahal	dengan	mengkriminalisasi	illicit	enrichment	dapat	menjadi	salah	satu	solusi	

dalam	 upaya	 penguatan	 perangkat	 hukum	 dalam	 agenda	 pencegahan	 dan	
pemberantasan	 korupsi	 serta	 juga	 untuk	 mewujudkan	 kerjasama	 internasional	 dan	
asset	recovery	yang	optimal.2	Hal	tersebut	disebabkan	oleh	adanya	karakteristik	kasus	
korupsi	yang	dalam	praktiknya	semakin	sulit	untuk	ditangani,	terutama	dalam	konteks	
pejabat	 publik	 yang	 meningkatkan	 kekayaan	 secara	 tidak	 wajar	 jika	 dibandingkkan	
dengan	penghasilannya	yang	sah	menurut	hukum.	Realita	tersebut	terefleksikan	dalam	
kasus	 yang	 menimpa	 Gayus	 Tambunan,	 Neneng	 Hasanah,	 Zumi	 Zola,	 dan	
Romahurmuziy.		
Dalam	kasus-kasus	tersebut,	Komisi	Pemberantasan	Korupsi	(KPK)	melihat	bahwa	

terdapat	 peningkaan	 harta	 kekayaan	 yang	 tidak	 sesuai	 dengan	 pendapatan	 dari	 gaji	

 
1    IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Total Media, Yogyakarta, 2009, 
hlm. 14. 
2  Bayu Miantoro, “Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia”, Veritas et Justitia, Volume 6, Nomor 

1, 2020, hlm. 157.  
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para	 pejabat	 publik	 tersebut.	 Contohnya	 pada	 kasus	 Gayus	 Tambunan,	 seorang	 PNS	
dengan	 golongan	 IIIA	 di	 Direktorat	 Jenderal	 Pajak,	 Kementetian	 Keuangan.	 Dalam	
kasus	tersebut,	Gayus	diketahui	memiliki	harta	kekayaan	senilai	puluhan	miliar	rupiah.	
Hal	tersebut	tentu	saja	menciptakan	kejanggalan	mengingat	posisinya	sebagai	seorang	
pegawai	pajak	golongan	IIIA	yang	seharusnya	tidak	memiliki	kekayaan	sebesar	itu.3	
Contoh	kasus	lain	yaitu	menimpa	seorang	mantan	pejabat	Direktorat	Jenderal	Pajak	

Kementerian	 Keuangan	 yang	 bernama	 Rafael	 Alun	 Trisambodo.	 Menurut	 Laporan	
Harta	Kekayaan	Penyelenggara	Negara	(LHKPN)	tahun	2021,	Rafael	mempunyai	harta	
kekayaan	 senilai	 56	 miliar	 rupiah.	 Jumlah	 tersebut	 dinilai	 publik	 tidak	 wajar	 bagi	
seorang	pegawai	 pajak	 sehingga	 sumber	 harta	 kekayaan	Rafael	 patut	 dipertanyakan.	
Selain	 itu	 Pusat	 Pelaporan	 dan	 Analisis	 Transaksi	 Keuangan	 (PPATK)	 juga	 telah	
mendeteksi	 terdapat	40	rekening	yang	dimiliki	Rafael	bersama	keluarga	dengan	nilai	
transaksi	mencapai	500	miliar	rupiah.4	Harta	kekayaan	yang	dimiliki	Rafael	lebih	tinggi	
dari	Dirjen	Pajak	Maupun	dari	Menteri	Keuangan.	Fakta	lain	menunjukkan	bahwa	ada	
beberapa	aset	kekayaan	yang	tidak	sesuai	dengan	yang	dilaporkan	pada	LHKPN.5	Hal	
ini	 tentu	 patut	 dicurigai	 terkait	 asal-usul	 harta	 kekayaan	 rafael	 tersebut,	 karena	
terdapat	 peningkatan	 harta	 kekayaan	 yang	 secara	 signifikan	 dari	 tahun	 ke	 tahun	
berdasarkan	data	LHKPN	Rafael	Alun	Trisambodo.	
Pusat	 Pelaporan	 dan	 Analisis	 Transaksi	 Keuangan	 (PPATK)	 menduga	 adanya	

pencucian	 uang	 yang	 dilakukan	 oleh	Rafael.	Namun	 tudingan	 itu	 tidak	 bisa	 langsung	
diproses	oleh	KPK	karena	tidak	ada	tindak	pidana	awalnya.	Wakil	ketua	KPK	Nawawi	
Pomolango	mengatakan	bahwa	jika	illicit	enrichment	sudah	diatur	menjadi	delik,	maka	
Rafael	 sudah	 dapat	 dijadikan	 sebagai	 tersangka.6	 Hal	 ini	menunjukkan	 bahwa	masih	
terdapat	kesulitan	dan	hambatan	bagi	para	penegak	hukum	untuk	memberantas	tindak	
pidana	korupsi	serta	mengembalikan	aset/keuangann	negara	yang	telah	dicuri,	karena	
di	Indonesia	masih	terdapat	kekosongan	norma	terkait	illicit	enrichment.	
Pengaturan	 mengenai	 illicit	 enrichment	 memang	 sebuah	 kebutuhan	 yang	 nyata	

dalam	memberantas	 tindak	 pidana	 korupsi.	 Maka	 dari	 itu	 diperlukan	 adanya	 upaya	
kebijakan	 hukum	 pidana	 terkait	 illicit	 enrichment	 yaitu	 dengan	 menentukan	 sejauh	
mana	perlu	mengubah	atau	memperbaharui	ketentuan-ketentuan	pidana	yang	berlaku	
saat	 ini,	 kemudian	 tindakan	 apa	 yang	 akan	 dilakukan	 sebagai	 upaya	 pencegahan	
terjadinya	 tindak	 pidana,	 serta	 menentukan	 bagaimana	 proses	 hukum	 yang	 harus	
dilaksanakan	 dalam	 menanggulangi	 kejahatan	 illicit	 enrichment.	 Karena	 Undang-
Undang	 tindak	 pidana	 korupsi	 yang	 ada	 saat	 ini	masih	memiliki	 keterbatasan	 dalam	
mengejar	kembali	aset-aset	negara	yang	telah	hilang	akibat	tindak	pidana	korupsi.	
Apabila	 Indonesia	menempatkan	 illicit	enrichment	 sebagai	pendekatan	baru	dalam	

pemberantasan	 tindak	 pidana	 korupsi,	maka	 aturan	 tersebut	 tidak	 hanya	mengincar	
individu	 atau	pelaku	 sebagai	 target	 akan	 tetapi	 juga	berusaha	untuk	mengembalikan	
aset	 yang	 telah	 terampas	 melalui	 strategi	 follow	 the	 money.7	 Sehingga	 pejabat	 yang	
memiliki	 harta	 kekayaan	 yang	 tidak	 wajar	 dapat	 dimiskinkan	 dan	 upaya	 pemulihan	
aset	hasil	kejahatan	dapat	diefektifkan.	

 
3     Dicky Anandya Kharystya Putra, “Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak 
Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia”, Indonesia Criminal Law Review, 
volume 1, nomor 1, 2021, hlm. 45.  
4   Yefta Christopus Asia Sanjaya, “Perbandingan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan Gayus 
Tambunan”, Kompas.com, 2023.  
5    Rizky Nur Cahyani, “Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh 
Rafael Alun Trisambodo”, HOMBIS Journal, volume 2, nomor 1, hlm. 71.  
6    Candra Yuri Nuralam, “Rafael Alun Bisa Langsung jadi Tersangka Jika Illicit Enrichment Berlaku di 
Indonesia”, Medcom.id, Jakarta, 2023. https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAAxlzN-rafael-
alun-bisa-langsung-jadi-tersangka-jika-illicit-enrichment-berlaku-di-indonesia  
7    Bayu Miantoro, Op. Cit. Hlm. 153. 

https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAAxlzN-rafael-alun-bisa-langsung-jadi-tersangka-jika-illicit-enrichment-berlaku-di-indonesia
https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAAxlzN-rafael-alun-bisa-langsung-jadi-tersangka-jika-illicit-enrichment-berlaku-di-indonesia
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Berdasarkan	pemikiran	di	 atas,	maka	penulis	 tertarik	untuk	mengkaji	 lebih	 lanjut	
melalui	 penelitian	 mengenai	 “Kebijakan	 Hukum	 Pidana	 Terkait	 Illicit	 Enrichment	
Sebagai	Upaya	Pemulihan	Aset	Negara”.	
	
B. METODE	PENELITIAN	
Penelitialn	 ini	menggunalkaln	 jenis	penelitialn	Yuridis	Normaltif,	 yalng	ditulis	 dengaln	

mengalnallisis	sertal	mengkalji	balhaln-balhaln	hukum	seperti	studi	kepustalkalaln,	 literaltur	
hukum,	sertal	peralturaln	perundalng-undalngaln	dimalnal	terkalit	dengaln	penelitialn.	

C. PEMBAlHAlSAlN	
Paldal	talhun	2003	telalh	lalhir	sebualh	Konvensi	PBB	melalwaln	korupsi	(United	Naltion	

Convention	Algalinst	Corrution)	yalng	disalhkaln	di	Meridal,	Mexico.	Indonesial	merupalkaln	
sallalh	 saltu	 negalral	 pihalk	 yalng	 telalh	menalndaltalngalni	 daln	meraltifikalsi	UNCAlC	melallui	
Undalng-Undalng	Nomor	7	Talhun	2006	 tentalng	Pengesalhaln	UNCAlC.	UNCAlC	meyalkini	
balhwal	 pembualtaln	 peralturaln	 mengenali	 illicit	 enrichment	 bukaln	 halnyal	 untuk	 tujualn	
pencegalhaln	 daln	 penindalkaln	 korupsi,	 tetalpi	 jugal	 untuk	 memfalsilitalsi	 kerjalsalmal	
internalsionall	 daln	 pemulihaln	 alset	 yalng	 lebih	 efektif.	 Konsep	 peningkaltaln	 halrtal	
kekalyalaln	secalral	tidalk	waljalr	altalu	illicit	enrichment	selengkalpnyal	dialtur	dallalm	Palsall	20	
UNCAlC,	yalitu:	
“Subject	to	its	constitution	alnd	the	fundalmentall	principles	of	its	legall	system,	ealch	
Stalte	Palrty	shalll	consider	aldopting	such	 legislaltive	alnd	other	mealsures	als	maly	be	
necessalry	 to	 estalblish	 als	 al	 criminall	 offence,	 when	 committed	 intentionallly,	 illicit	
enrichment,	thalt	is,	al	significalnt	increalse	in	the	alssets	of	al	public	officiall	thalt	he	or	
she	calnnot	realsonalbly	explalin	in	relaltion	to	his	or	her	lalwful	income.”	
Berdalsalrkaln	 Palsall	 tersebut,	 UNCAlC	 mengusulkaln	 algalr	 negalral-negalral	 pesertal	

mempertimbalngkaln	 pengalmbilaln	 tindalkaln	 legislaltif	 altalu	 lalngkalh-lalngkalh	 lalin	 yalng	
sesuali	 dengaln	 prinsip-prinsip	 dalsalr	 sistem	 hukum	 malsing-malsing	 negalral	 pesertal	
dallalm	menjaldikaln	illicit	enrichment	sebalgali	sualtu	tindalk	pidalnal,	yalitu	berupal	tindalkaln	
sengaljal	 untuk	 memperkalyal	 diri	 sendiri	 yalng	 mengalkibaltkaln	 peningkaltaln	 signifikaln	
dallalm	halrtal	kekalyalaln	seseoralng	pejalbalt	publik,	yalng	tidalk	sesuali	dengaln	pendalpaltaln	
merekal	yalng	salh.	
Di	Indonesial	salmpali	salalt	ini	illicit	enrichment	malsih	belum	menjaldi	sualtu	kejalhaltaln	

dikalrenalkaln	 belum	 aldalnyal	 alturaln	 yalng	 mengaltur	 terkalit	 illicit	 enrichment.	 Urgensi	
untuk	mengaltur	 illicit	 enrichment	 kedallalm	hukum	nalsionall	dikalrenalkaln	hukum	yalng	
aldal	 malsih	 belum	 malksimall	 dallalm	 memulihkaln	 kerugialn	 keualngaln	 negalral.	 Hall	
tersebut	terjaldi	kalrenal	didallalm	Undalng-Undalng	tindalk	pidalnal	korupsi	malsih	memiliki	
keterbaltalsaln	 dallalm	 upalyal	 memulihkaln	 kerugialn	 keualngaln	 negalral.	 Beberalpal	 dalri	
keterbaltalsaln-keterbaltalsaln	 UU	 tipikor	 dallalm	memulihkaln	 kerugialn	 keualngaln	 negalral	
dalpalt	dissebutkaln	sebalgali	berikut:8	

1. Proses	 peralmpalsaln	 halrtal	 kekalyalaln	 koruptor	 salalt	 ini	 halnyal	 bisal	 dilalkukaln	
terhaldalp	 balralng	 yalng	 digunalkaln	 altalu	 diperoleh	 dalri	 tindalk	 pidalnal	 korupsi	
altalu	 balralng	 yalng	menggalntikalnnyal	 (Palsall	 18	 Alyalt	 (1)	 huruf	 al).	 Peralmpalsaln	
halrtal	 kekalyalaln	 lalin	 dilualr	 kalsus	 yalng	 sedalng	 diproses	 tidalk	 dimungkinkaln.	
Paldalhall	bukaln	tidalk	mungkin	balhwal	 terpidalnal	memiliki	halrtal	kekalyalaln	yalng	

 
8    Bayu Miantoro, Ibid., hlm. 164. 
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tidalk	 sesuali	 dengaln	 pendalpaltaln	 salh	merekal.	 Misallnyal	 seoralng	 pejalbalt	 yalng	
memiliki	mobil	daln	rumalh	mewalh	sertal	rekening	yalng	gemuk.		

2. Penggalntialn	kerugialn	keualngaln	negalral	yalng	tidalk	berjallaln	malksimall.	Palsall	18	
Alyalt	 (1)	 huruf	 b	 mengaltur	 balhwal	 malksimum	 pembalyalraln	 ualng	 penggalnti	
yalitu	 halnyal	 sebesalr	 yalng	 telalh	 dinikmalti	 dalri	 sebualh	 kalsus	 korupsi.	 Dallalm	
beberalpal	kalsus,	sering	kalli	proses	penggalntialn	kerugialn	negalral	tidalk	berjallaln	
dengaln	malksimall,	kalrenal	kerugialn	yalng	timbul	alkibalt	tindalkaln	terpidalnal	tidalk	
dalpalt	dipulihkaln	sepenuhnyal,	 kalrenal	 hukumaln	 talmbalhaln	 (yalitu	pembalyalraln	
ualng	 penggalnti)	 jumlalh	 malksimallnyal	 halnyal	 setalral	 dengaln	 yalng	 telalh	
dinikmalti	oleh	si	terpidalnal	korupsi.		

3. Malsih	terdalpalt	celalh	hukum	yalng	memungkinkaln	untuk	tidalk	membalyalr	ualng	
penggalnti.	 Jikal	 kekalyalaln	 milik	 terpidalnal	 tidalk	 dalpalt	 ditemukaln,	 balik	
disembunyikaln	altalu	kalrenal	 tidalk	aldal	 lalgi,	malkal	kewaljibaln	pembalyalraln	ualng	
penggalnti	dalpalt	digalntikaln	dengaln	hukumaln	kurungaln.	Hall	 ini	keralp	menjaldi	
kelemalhaln	 dallalm	 upalyal	 pemberalntalsaln	 korupsi	 daln	 pemulihaln	 kerugialn	
keualngaln	 negalral,	 jikal	 sejalk	 proses	 penyelidikaln	 daln	 penyidikaln	 penegalk	
hukum	 tidalk	 menelusuri	 daln	 menyital	 alset.	 Jikal	 menunggu	 vonis	 terlebih	
dalhulu,	 malkal	 terdalpalt	 pelualng	 besalr	 balgi	 terpidalnal	 untuk	 mengallihkaln,	
menyembunyikaln,	sertal	menjuall	terlebih	dalhulu	alset-alsetnyal.	Pengalturaln	yalng	
terdalpalt	dallalm	UU	Tipikor	salalt	ini	dinilali	tidalk	tepalt	secalral	teoritis.	sebaliknyal	
jenis	 pidalnal	 baldaln	 daln	 pidalnal	 finalnsiall	 halrus	 dibedalkaln.	 Ualng	 penggalnti	
sehalrusnyal	dialnggalp	sebalgali	sebualh	hutalng	yalng	halrus	dibalyalr	dimalsal	depaln	
alpalbilal	kekalyalaln	terpidalnal	tidalk	ditemukaln,	daln	hutalng	tersebut	dalpalt	ditalgih	
kepaldal	alhli	walrisnyal.	

4. Terdalpalt	 pembuktialn	 yalng	 sulit.	 Peralmpalsaln	 alset	 altalu	 pembalyalraln	 ualng	
penggalnti	 dalri	 alset	 si	 terpidalnal	 korupsi	 halnyal	 dalpalt	 dilalksalnalkaln	 setelalh	
tindalk	pidalnal	korupsi	telalh	terbukti	di	Pengaldilaln.	Hall	 ini	dalpalt	menghalmbalt	
usalhal	 dallalm	 memberalntals	 tindalk	 pidalnal	 korupsi,	 terutalmal	 jikal	 penegalk	
hukum	menemukaln	 aldalnyal	 alset	 lalin	 milik	 koruptor	 yalng	 alsall-usulnyal	 tidalk	
jelals	daln	tidalk	sebalnding	dengaln	pendalpaltalnnyal	yalng	salh.			

Sistem	hukum	dallalm	pemberalntalsaln	tindalk	pidalnal	korupsi	di	Indonesial,	khususnyal	
dallalm	 hall	 pemulihaln	 alset	 yalng	 malsih	 berfokus	 paldal	 upalyal	 pemidalnalaln	 baldaln	
mengalkibaltkaln	 malsih	 tingginyal	 jumlalh	 kerugialn	 keualngaln	 negalral	 alkibalt	 tindalk	
pidalnal	korupsi.	Contohnyal,	paldal	 talhun	2018	 jumlalh	alset	yalng	berhalsil	dikemballikaln	
halnyal	 sekitalr	 222	 milalr	 rupialh	 dalri	 totall	 7,62	 triliun.9	 	 Dallalm	 usalhal	 untuk	
mengemballikaln	 alset	 terkalit	 tindalk	 pidalnal	 korupsi,	 Indonesial	 berpedomaln	 paldal	
KUHAlP	 daln	 UU	No.	 20	 Talhun	 2001	 tentalng	 Perubalhaln	 altals	 UU	No.	 31	 Talhun	 1999	
tentalng	Pemberalntalsaln	Tindalk	Pidalnal	Korupsi.	
Kendalti	demikialn,	mekalnisme	penyitalaln	alset	yalng	terdalpalt	dallalm	Palsall	38	hinggal	

Palsall	 46	 Kitalb	 Undalng-Undalng	 Hukum	 Alcalral	 Pidalnal	 malsih	 belum	 cukup	 memaldali	
untuk	 memalstikaln	 dilalkukaln	 penyitalaln	 tidalk	 cukup	 kualt	 untuk	 menjalmin	 peyitalaln	

 
9    Novita Sari Simamora, “Hari Antikorupsi: Total Kerugian Negara Sejak 2018 Capai Rp 7,62 Triliun”, 
Bisnis.com, 2020. https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/15/1328940/hari-antikorupsi-total-
kerugian-negara-sejak-2018-capai-rp762-triliun 
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secalral	 komprehensif	 (menyeluruh).10	 Balhkaln,	 alturaln	 yalng	 dimualt	 dallalm	 KUHAlP	
tersebut	 malsih	 terkesaln	 salngalt	 rentaln	 terhaldalp	 kemungkinaln	 untuk	
memindalhtalngalnkaln	alset	halsil	 tindalk	pidalnal	 korupsi	kalrenal	malsih	 terdalpalt	potensi	
alset	 tersebut	 balru	 ditemukaln	 setelalh	 putusaln	 halkim	 berkekualtaln	 hukum	 tetalp	
(inkralcht).	Ditalmbalh	 lalgi,	peralmpalsaln	alset	yalng	dialtur	dallalm	KUHAlP	 lebih	berfokus	
paldal	 pengungkalpaln	 tindalk	pidalnal.11	Hall	 tersebut	 tentu	 saljal	menjaldi	 isu	yalng	salngalt	
serius	kalrenal	 telalh	 terjaldinyal	 pembialraln	 terhaldalp	pelalku	 tindalk	pidalnal	 untuk	 tetalp	
menikmalti	 halsil	 dalri	 alset	 yalng	 telalh	 diperoleh	 dikalrenalkaln	 tidalk	 aldalnyal	 tindalkaln	
efektif	untuk	mencegalhnyal.	
Sallalh	 saltu	 contoh	balhwal	 di	 Indonesial	malsih	 terdalpalt	 keterbaltalsaln	hukum	dallalm	

usalhal	 untuk	 mengemballikaln	 kerugialn	 negalral	 yalitu	 paldal	 kalsus	 Galyus	 Talmbunaln.	
Berdalsalrkaln	 putusaln	 Malhkalmalh	 Algung	 Nomor	 1198	 K/Pid.sus/2011,	 halrtal	 yalng	
dalpalt	 diralmpals	 dalri	 Galyus	 Talmbunaln	 halnyallalh	 ualng	 senilali	 74	 milialr	 rupialh,	 31	
baltalng	emals,	sertal	rumalh	mewalh	di	daleralh	Kelalpal	Galding,	Jalkalrtal	Utalral.	Jumlalh	halrtal	
yalng	 berhalsil	 diralmpals	 ini	 balhkaln	 belum	 mencalpali	 setengalh	 dalri	 totall	 kerugialn	
negalral	alkibalt	 tindalk	pidalnal	korupsi	yalng	dilalkukaln	oleh	Galyus,	yalkni	mencalpali	1,52	
triliun	 rupialh	 berdalsalrkaln	 balnding	 keberaltaln	 paljalk	 yalng	 dilalkukaln	 oleh	 19	
perusalhalaln	yalng	dibalwalh	penalngalnaln	Galyus.12	
Berdalsalrkaln	sejumlalh	permalsallalhaln	yalng	telalh	penulis	uralikaln	dialtals,	tentunyal	hall	

tersebut	menunjukkaln	balhwal	peralturaln	perundalng-undalngaln	selalmal	ini	belum	cukup	
optimall	 dallalm	 memulihkaln	 kerugialn	 keualngaln	 negalral	 alkibalt	 dalri	 pralktik	 korupsi.	
Falktal	 tersebut	 terbukti	dalri	besalrnyal	 jumlalh	kerugialn	negalral	 yalng	 telalh	disebalbkaln	
oleh	tindalk	pidalnal	korupsi	selalmal	ini.		
Sallalh	 saltu	 allalsaln	 kuralng	 malksimallnyal	 Undalng-Undalng	 Tipikor	 dallalm	

mengemballikaln	keualngaln	negalral	 yalng	 telalh	dikorupsi	 aldallalh	kalrenal	 hinggal	 salalt	 ini	
belum	 aldal	 peralturaln	 yalng	 mengaltur	 terkalit	 “illicit	 enrichment”.	 Paldalhall	 Indonesial	
dialnggalp	 sudalh	 mengikaltkaln	 diri	 sertal	 menyetujui	 terhaldalp	 ketentualn-ketentualn	
dallalm	UNCAlC	 kalrenal	 Indonesial	 telalh	meraltifikalsinyal	melallui	UU	No.	 7	 Talhun	2006.		
Dengaln	 kaltal	 lalin,	 ketentualn	 UNCAlC	 terkalit	 illicit	 enrichment	 tersebut	 halrus	 segeral	
diteralpkaln	 dallalm	 hukum	 nalsionall.	 Selalin	 itu,	 pentingnyal	 mengaltur	 mengenali	 illicit	
enrichment	 jugal	 sebalgali	 instrumen	 untuk	 memperkualt	 Undalng-Undalng	 Tipikor,	
dikalrenalkaln	 Undalng-Undalng	 tersebut	 memiliki	 keterbaltalsaln-keterbaltalsaln	 dallalm	
mengupalyalkaln	pengejalraln	alset	yalng	didugal	beralsall	dalri	tindalkaln	korupsi.		
Dengaln	mengetalhui	Indonesial	telalh	meraltifikalsi	konvensi	tersebut,	Indonesial	halrus	

segeral	meneralpkaln	normal	illicit	enrichment	untuk	mencalpali	tujualn	alntalral	lalin:	13	

 
10   Nugraha, dkk, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset 
Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia”, Majalah Hukum Nasional, Volume 49, Nomor 1, 2019, 
hlm. 48. 
11    Sudarto, H. Purwadi, dan Hartiwiningsih, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan 
Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak 
Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 51. 
12  Ike Maya Sari, “Implementasi Konsep Illicit Enrichment dalam Pembangunan Hukum 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, hlm. 5. 
13  A.A. Mirah Endraswari, “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan Illicit 
Enrichment Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, Udayana Master Law Journal, Volume 5, Nomor 
2, 2016, hlm. 400. 
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1. Tentunyal	 keberaldalaln	 illicit	 enrichment	 di	 Indonesial	 dihalralpkaln	 alkaln	
memperkualt	kedudukaln	undalng-undalng	 tindalk	pidalnal	korupsi	sertal	undalng-
undalng	tindalk	pidalnal	pencucialn	ualng,	khususnyal	paldal	pengejalraln	halrtal	yalng	
didugal	beralsall	dalri	tindalkaln	korupsi;		

2. Memulihkaln	 altalu	menggalnti	 kerugialn	 yalng	 diallalmi	 negalral	 yalng	 ditimbulkaln	
alkibalt	dalri	tindalk	pidalnal	korupsi	yalng	dilalkukaln	oleh	pejalbalt	publik;		

3. Meningkaltkaln	 efektivitals	 sertal	 fungsi	 dalri	 Lalporaln	 Halrtal	 Kekalyalaln	 Pejalbalt	
Negalral	 (LHKPN)	 algalr	 tidalk	 halnyal	 bersifalt	 formallitals	 daln	 sebalgali	 kebutuhaln	
aldministralsi	 saljal	 talnpal	 aldalnyal	 salnksi	 kepaldal	 pejalbalt	 yalng	 memberikaln	
informalsi	pallsu	dallalm	pelalporaln	kekalyalaln	merekal;		

4. Illicit	enrichment	digunalkaln	secalral	malksimall	 sebalgali	 tujualn	untuk	meralmpals	
kekalyalaln	 koruptor	 altalu	 balhkaln	 memiskinkaln	 koruptor	 dikalrenalkaln	
menggunalkaln	 sistem	pemballikaln	bebaln	pembuktialn,	dimalnal	 terdalkwal	 halrus	
membuktikaln	alsall-usul	halrtal	kekalyalaln	merekal;		

5. Halrtal	 altalupun	alset	yalng	dimiliki	 terdalkwal	 yalng	didalftalrkaln	altals	nalmal	pihalk	
ketigal,	 tetalp	 dialnggalp	 sebalgali	 kepunyalaln	 terdalkwal	 selalmal	 terdalpalt	 bukti	
balhwal	terjaldi	tralnsfer	altalu	perallihaln	kepemilikaln	alset	tersebut;		

6. Kehaldiraln	 illicit	 enrichment	 tentunyal	 alkaln	 mendorong	 oralng	 untuk	 paltuh	
dallalm	 membalyalr	 paljalk,	 kalrenal	 seseoralng	 alkaln	 berpotensi	 untuk	 dicurigali	
melalkukaln	illicit	enrichment	alpalbilal	sesoralng	memiliki	kekalyalaln	yalng	salh	talpi	
tidalk	paltuh	dallalm	membalyalr	paljalk;		

Dallalm	meneralpkaln	 konsep	 illicit	 enrichment	 di	 Indonesial,	 tentunyal	 dalpalt	 dialwalli	
dengaln	 kewaljibaln	 untuk	 melalporkaln	 halrtal	 kekalyalaln	 penyelenggalral	 negalral	 melallui	
Lalporaln	 Halrtal	 Kekalyalaln	 Penyelenggalral	 Negalral	 (LHKPN).	 Menurut	 pengertialn	 yalng	
terdalpalt	dallalm	Palsall	1	Alyalt	(8)	Peralturaln	Komisi	Pemberalntalsaln	Korupsi	RI	Nomor	7	
Talhun	2016	 Juncto	 Peralturaln	Komisi	 Pemberalntalsaln	Korupsi	Nomor	 2	Talhun	2020,	
Lalporaln	 Halrtal	 Kekalyalaln	 Penyelenggalral	 Negalral	 aldallalh	 lalporaln	 dallalm	 bentuk	
dokumen,	nalmun	tidalk	terbaltals	paldal	dokumen	elektronik	tentalng	uralialn	daln	rincialn	
informalsi	mengenali	halrtal	kekalyalaln,	daltal	pribaldi,	penerimalaln,	pengelualraln,	daln	daltal	
lalinnyal	altals	Halrtal	Kekalyalaln	Penyelenggalral	Negalral.	
Kemudialn,	berdalsalrkaln	ketentualn	Palsall	13	huruf	al	dallalm	Undalng-Undalng	Nomor	

30	 Talhun	 2002	 tentalng	 Komisi	 Pemberalntalsaln	 Korupsi	 (KPK),	 dialtur	 terkalit	
kewenalngaln	 yalng	 dimiliki	 oleh	 KPK	 dallalm	 melalkukaln	 tindalkaln	 pencegalhaln	 untuk	
melalkukaln	 pendalfalraln	 sertal	 melalkukaln	 pemeriksalaln	 terhaldalp	 Lalporaln	 Halrtal	
Kekalyalaln	Penyelenggalral	Negalral.	Ketentualn	tersebut	tentunyal	menjaldi	dalsalr	berlalku	
efektifnyal	 pengalturaln	 illicit	 enrichment	 di	 Indonesial	 yalng	 menghalruskaln	 semual	
penyelenggalral	negalral	untuk	secalral	waljib	melalporkaln	halrtal	kekalyalaln	merekal.			
Perlu	 dipertalnyalkaln	 kenalpal	 malsih	 balnyalk	 pejalbalt	 yalng	 tidalk	 malu	 melalporkaln	

halrtal	 kekalyalaln	 sesuali	 kondisi	 alslinyal,	 paldalhall	 jikal	 halrtal	 kekalyalaln	 yalng	 dimilikinyal	
tergolong	 balnyalk	 nalmun	 tetalp	 dilalporkaln	 sesuali	 kondisi	 alslinyal	 itu	 tidalk	 alkaln	
menimbulkaln	malsallalh	selalmal	halrtal	yalng	dilalporkaln	itu	beralsall	dalri	sumber	yalng	jelals	
daln	dalpalt	dibuktikaln.	
Sebalgali	 contoh,	 seseoralng	 yalng	 halnyal	 menjalbalt	 sebalgali	 kepallal	 sekolalh	 tingkalt	

menengalh	 altals,	memiliki	 halrtal	 ekalyalaln	 yalng	mencalpali	 lebih	 dalri	 1,6	 triliun	 rupialh.	
Jumlalh	 kekalyalaln	 yalng	 sebesalr	 itu	 balhkaln	 melebihi	 palral	 pejalbalt	 negalral	 di	 tingkalt	
pusalt,	 seperti	menteri,	 legislaltor,	 daln	pejalbalt	 tinggi	 lalinnyal.	 Kepallal	 sekolalh	 tersebut	
balhkaln	 termalsuk	 kedallalm	 7	 besalr	 pejalbalt	 terrkalyal	 di	 Indonesial,	 yalng	 beraldal	 dual	
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tingkalt	dibalwalh	Menteri	Pertalhalnaln	Pralbowo	Subialnto.	Dengaln	demikialn,	dial	menjaldi	
kepallal	 sekolalh	yalng	memiliki	kekalyalaln	palling	 tinggi	di	 Indonesial	 dengaln	 totall	 halrtal	
senilali	 1,6	 triliun	 lebih.	 Nalmun,	 wallalupun	 kepallal	 sekolalh	 tersebut	 memiliki	 halrtal	
kekalyalaln	 yalng	 melimpalh,	 kepallal	 sekolalh	 tersebut	 selallu	 melalporkaln	 halrtal	
kekalyalalnnyal	 dallalm	 LHKPN.	 Talpi	 ternyaltal	 halrtal	 yalng	 dilalporkalnnyal	 kepaldal	 KPK	
tersebut	 merupalkaln	 halrtal	 yalng	 diterimal	 sebalgali	 walrisaln	 dalri	 mertualnyal	 berupal	
sebidalng	 talnalh	di	 Jalkalrtal.	 Inilalh	bentuk	 tindalkaln	 jujur	yalng	ditunjukkaln	oleh	kepallal	
sekolalh	 tersebut	 dallalm	LHKPN	 yalng	 diseralhkaln	 ke	KPK.	 Sementalral	 itu,	 Kepallal	 BKD	
Provinsi	 Balnten	 Komalrudin	 membenalrkaln	 lalporaln	 LHKPN	 Kepallal	 Sekolalh	 SMKN	 5	
Kotal	Talngeralng	tersebut.	BKD	menyaltalkaln	balhwal	tidalk	aldal	yalng	mencurigalkaln	dallalm	
lalporaln	 yalng	 disalmpalikaln	 oleh	 Kepallal	 Sekolalh	 SMKN	 5	 Kotal	 Talngeralng	 tersebut.	
Kalrenal	selalin	nilali	walrisaln	yalng	jumlalhnyal	mencalpali	triliunaln,	halrtal	lalin	menurutnyal	
aldallalh	 waljalr.	 Berdalsalrkaln	 informalsi	 di	 situs	 LHKPN	 KPK,	 Kepallal	 sekolalh	 tersebut	
secalral	 rutin	 melalporkaln	 LHKPN	 nyal.	 Dial	 mulali	 mencaltalt	 LHKPN	 sejalk	 alwall	 malsal	
jalbaltalnnyal	yalitu	paldal	12	Juni	2019.	Lalporaln	periodik	2019	tertalnggall	14	Jalnualri	2020	
daln	teralkhir	lalporaln	periodik	2020	tertalnggall	17	Februalri	2021.	Jaldi,	ketikal	menjalbalt	
sebalgali	kepallal	sekolalh	paldal	talhun	2019,	kepallal	sekolalh	tersebut	memalng	sudalh	kalyal	
ralyal	 kalrenal	menerimal	 walrisaln	 dalri	mertualnyal,	 daln	 tentu	 saljal	 bukaln	 kalrenal	 tindalk	
pidalnal	korupsi.14	
Berdalsalrkaln	 berital	 tentalng	 kepallal	 sekolalh	 dialtals,	 dalpalt	 menunjukaln	 balhwal	

seoralng	 pejalbalt	 publik	 pun	 tidalk	 dipermalsallalhkaln	 untuk	 memiliki	 halrtal	 yalng	
melimpalh,	alsallkaln	halrtal	yalng	dimilikinyal	dilalporkaln	melallui	LHKPN	secalral	rinci	daln	
jelals	 mengenali	 alsall-usul	 halrtal	 tersebut.	 Nalmun,	 paldal	 kenyaltalalnnyal	 balnyalk	 pejalbalt	
publik	 di	 Indonesial	 yalng	 memiliki	 halrtal	 kekalyalaln	 yalng	 melimpalh	 altalu	 tidalk	 waljalr	
tetalpi	tidalk	melalporkaln	halrtal	merekal	ke	LHKPN	altalupun	melalporkalnnyal	tetalpi	tidalk	
sesuali	alntalral	halrtal	kekalyalaln	yalng	dimilikinyal	dengaln	halrtal	yalng	dilalporkalnnyal.	Hall	
ini	 tentu	 menjaldi	 dugalaln	 balhwal	 halrtal	 yalng	 diperoleh	 oleh	 pejalbalt	 publik	 tersebut	
merupalkaln	 halrtal	 yalng	 diperoleh	 dalri	 halsil	 tindalk	 pidalnal	 korupsi	 altalu	 dalri	 sumber	
yalng	tidalk	hallall.	
Berdalsalrkaln	 hall	 tersebut,	 tentunyal	 Indonesial	 halrus	 segeral	 mengaltur	 illicit	

enrichment	kedallalm	RUU	Tindalk	Pidalnal	Korupsi	altalu	kedallalm	Undalng-Undalng	khusus	
terkalit	 illicit	 enrichment	 sebalgali	 lalngkalh	kebijalkaln	hukum	pidalnal	 yalitu	usalhal	 dallalm	
melalkukaln	 pembalhalrualn	 hukum	 dallalm	 memberalntals	 tindalk	 pidalnal	 korupsi	 sertal	
memalksimallkaln	 upalyal	 pemulihaln	 keualngaln	 negalral.	 	 Dallalm	 hall	 ini,	 malkal	 penulis	
dallalm	 penelitialn	 ini	 memberikaln	 usulaln	 terkalit	 rumusaln	 illicit	 enrichment	 yalng	
sekiralnyal	dalpalt	diteralpkaln	di	Indonesial	sebalgali	upalyal	pembalhalrualn	altalu	pengualtaln	
pengalturaln	tindalk	pidalnal	korupsi	dimalsal	yalng	alkaln	daltalng,	yalitu:	

1. Setialp	pejalbalt	publik	altalu	penyelenggalral	negalral	yalng	memperkalyal	diri,	dallalm	
alrti	aldalnyal	peningkaltaln	kekalyalaln	secalral	signifikaln	berupal	ualng	altalu	alset	yalng	
tidalk	dalpalt	dijelalskaln/dibuktikaln	alsall-usul	perolehalnnyal	secalral	salh;		

2. Alset	yalng	dimalksud	paldal	 alyalt	 (1)	merupalkaln	alset	 tidalk	waljalr	yalng	dihitung	
melallui	totall	kekalyalaln	dikuralngi	penghalsilaln	yalng	diperoleh	secalral	salh.	

 
14   Isa gautama, “Jujur Masukan Warisan Mertua di LHKPN, Kepsek SMAN 5 Kota Tangerang Jadi 
Pejabat Terkaya di Indonesia”, Progresifjaya.id, Tangerang, 2021. https://progresifjaya.id/jujur-
masukan-warisan-mertua-di-lhkpn-kepsek-sman-5-kota-tangerang-jadi-pejabat-terkaya-di-
indonesia/  

https://progresifjaya.id/jujur-masukan-warisan-mertua-di-lhkpn-kepsek-sman-5-kota-tangerang-jadi-pejabat-terkaya-di-indonesia/
https://progresifjaya.id/jujur-masukan-warisan-mertua-di-lhkpn-kepsek-sman-5-kota-tangerang-jadi-pejabat-terkaya-di-indonesia/
https://progresifjaya.id/jujur-masukan-warisan-mertua-di-lhkpn-kepsek-sman-5-kota-tangerang-jadi-pejabat-terkaya-di-indonesia/
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3. Setialp	pejalbalt	publik	waljib	membuktikaln	alsall-usul	dalri	alset	 tidalk	waljalr	yalng	
dimiliki.	

4. Perbualtaln	 sebalgalimalnal	 dialtur	 dallalm	 alyalt	 (1)	 dalpalt	 dialncalm	dengaln	 pidalnal	
palling	singkalt…	daln	palling	lalmal…	

5. Alpalbilal	 tidalk	 dalpalt	 membuktikaln	 balhwal	 alsall-usul	 halrtal	 tersebut	 diperoleh	
dengaln	 calral	 yalng	 hallall/salh,	 malkal	 negalral	 dalpalt	 melalkukaln	
penyitalaln/peralmpalsaln	terhaldalp	alset	tersebut.		

6. Pidalnal	 talmbalhaln	berupal	 pemecaltaln	daln	pelalralngaln	menjalbalt	 dallalm	 jalbaltaln	
tertentu.		

Kemudialn	mekalnisme	pengemballialn	kerugialn	negalral	yalng	tepalt	untuk	diteralpkaln	
di	 Indonesial	 menurut	 penulis	 yalitu	 dengaln	 meneralpkaln	 sistem	 pemballikaln	 bebaln	
pembuktialn.	 UNCAlC	 melallui	 Palsall	 31	 Alyalt	 (8)	 menghendalki	 penggunalaln	 sistem	
pemballikaln	 bebaln	 pembuktialn	 algalr	 dalpalt	mendukung	 upalyal	 negalral-negalral	 pesertal	
dallalm	membuktikaln	tindalk	pidalnal	korupsi	sertal	untuk	memulihkaln	keualngaln	negalral	
dengaln	 optimall.	 dalpalt	mendukung	 upalyal	 Negalral-Negalral	 pihalk	 dallalm	membuktikaln	
aldalnyal	 tindalk	 pidalnal	 korupsi	 sertal	 untuk	 mewujudkaln	 pengemballialn	 kerugialn	
keualngaln	 Negalral	 yalng	 malksimall.	 Sementalral	 jenis	 peralmpalsaln	 alset	 yalng	
menggunalkaln	 sistem	 Non-Conviction	 Balsed	 Alsset	 Forfeiture	 (jenis	 peralmpalsaln	 alset	
talnpal	 pemidalnalaln)	 sesuali	 dengaln	 ketentualn	 Palsall	 54	 Alyalt	 (1)	 UNCAlC.	 Jenis	
peralmpalsaln	 alset	 daln	 pemballikaln	 bebaln	 pembuktialn	 tersebut	 salngalt	 tepalt	 untuk	
diimplementalsikaln	 di	 Indonesial	 dallalm	 usalhal	 untuk	 memulihkaln	 keualngaln	 negalral	
alkibalt	tindalk	pidalnal	korupsi.	
Sebalgali	 sallalh	 saltu	 negalral	 yalng	 telalh	meraltifikalsi	 UNCAlC,	menurut	 penulis	 sudalh	

sepaltutnyal	 balgi	 Indonesial	 untuk	 mengaltur	 terkalit	 illicit	 enrichment	 sebalgali	 allalt	
pencegalhaln	daln	penindalkaln	tindalk	pidalnal	korupsi.	Nalmun,	kenyaltalalnnyal	hinggal	salalt	
ini	 malsih	 terdalpalt	 kekosongaln	 hukum	 mengenali	 illicit	 enrichment	 di	 Indonesial.	
Wallalupun	 Indonesial	 sudalh	 meraltifikalsi	 UNCAlC	 kedallalm	 Undalng-Undalng	 Nomor	 7	
Talhun	 2006,	 Indonesial	 belum	 menjaldikaln	 illicit	 enrichment	 sebalgali	 delik	 pidalnal,	
sehinggal	palral	penegalk	hukum	tentu	alkaln	kesulitaln	dallalm	memberalntals	tindalk	pidalnal	
korupsi	 sertal	 kesulitaln	dallalm	mengemballikaln	kerugialn	negalral.	Berkalcal	dalri	negalral-
negalral	 yalng	 telalh	 mengaltur	 mengenali	 illicit	 enrichment	 yalng,	 sudalh	 sehalrusnyal	
Indonesial	mengikuti	jejalk	negalral-negalral	tersebut,	mengingalt	terdalpalt	balnyalk	malnfalalt	
yalng	alkaln	didalpaltkaln	dengaln	segeral	menjaldikaln	illicit	enrichment	sebalgali	delik.	
Selalin	 itu,	 dengaln	 Indonesial	 mengaltur	 mengenali	 illicit	 enrichment,	 negalral	 dalpalt	

menyital	 alset-alset	 yalng	 diperoleh	 dalri	 halsil	 tindalk	 pidalnal	 korupsi	 sehinggal	 dallalm	
upalyal	 menyelemaltkaln	 negalral	 dalri	 kerugialn	 yalng	 ditimbulkaln	 oleh	 tindalk	 pidalnal	
korupsi	 dalpalt	 berjallaln	 secalral	 optimall.	 Regulalsi	 tentalng	 illicit	 enrichment	 yalng	dalpalt	
mengenalkaln	salnksi	pidalnal	kepaldal	pejalbalt	publik	yalng	memiliki	kekalyalaln	yalng	tidalk	
waljalr	 jugal	 dalpalt	 mengaltalsi	 kekuralngaln	 yalng	 aldal	 dallalm	 Undalng-Undalng	 Tindalk	
Pidalnal	 Korupsi.	 Sallalh	 saltu	 talntalngaln	 yalng	 malsih	 belum	 dalpalt	 diselesalikaln	 dengaln	
optimall	aldallalh	kerugialn	keualngaln	negalral	yalng	tidalk	dalpalt	dipulihkaln.	Dengaln	aldalnyal	
usalhal	 untuk	 memiskinkaln	 palral	 koruptor,	 setidalknyal	 delik	 illicit	 enrichment	 alkaln	
menciptalkaln	efek	 jeral	balgi	palral	pelalku	daln	alkaln	membualt	palral	pejalbalt	publik	 tidalk	
beralni	untuk	terlibalt	dallalm	tindalk	pidalnal	korupsi.	
	

D. SIMPULAlN	
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Indonesial	 merupalkaln	 sallalh	 saltu	 negalral	 pihalk	 yalng	 telalh	 menalndaltalngalni	 daln	
meraltifikalsi	UNCAlC	melallui	Undalng-Undalng	Nomor	7	Talhun	2006	tentalng	Pengesalhaln	
UNCAlC.	 Nalmun	 hinggal	 salalt	 ini	 Indonesial	malsih	 belum	menjaldikaln	 illicit	 enrichment	
sebalgali	delik,	sehinggal	malsih	terdalpalt	kekosongaln	hukum	terkalit	illicit	enrichment	di	
Indonesial.	 Urgensi	 untuk	 mengaltur	 illicit	 enrichment	 kedallalm	 hukum	 nalsionall	
dikalrenalkaln	Undalng-Undalng	Nomor	20	Talhun	2001	Tentalng	Perubalhaln	Altals	Undalng-
Undalng	Nomor	31	Talhun	1999	Tentalng	Pemberalntalsaln	Tindalk	Pidalnal	Korupsi malsih	
memiliki	keterbaltalsaln	dallalm	upalyal	memulihkaln	kerugialn	keualngaln	negalral	 sehinggal	
diperlukaln	lalngkalh	kebijalkaln	hukum	pidalnal	terkalit	illicit	enrichment,	dengaln	rumusaln	
yalitu:		
1.	 Setialp	pejalbalt	publik	altalu	penyelenggalral	negalral	yalng	memperkalyal	diri,	dallalm	

alrti	aldalnyal	peningkaltaln	kekalyalaln	secalral	signifikaln	berupal	ualng	altalu	alset	yalng	
tidalk	dalpalt	dijelalskaln/dibuktikaln	alsall-usul	perolehalnnyal	secalral	salh;		

2.	 Alset	yalng	dimalksud	paldal	 alyalt	 (1)	merupalkaln	alset	 tidalk	waljalr	yalng	dihitung	
melallui	totall	kekalyalaln	dikuralngi	penghalsilaln	yalng	diperoleh	secalral	salh;	

3.	 Setialp	pejalbalt	publik	waljib	membuktikaln	alsall-usul	dalri	alset	 tidalk	waljalr	yalng	
dimiliki;	

4.	 Perbualtaln	 sebalgalimalnal	 dialtur	 dallalm	 alyalt	 (1)	 dalpalt	 dialncalm	dengaln	 pidalnal	
palling	singkalt…	daln	palling	lalmal…;	

5.	 Alpalbilal	 tidalk	 dalpalt	 membuktikaln	 balhwal	 alsall-usul	 halrtal	 tersebut	 diperoleh	
dengaln	 calral	 yalng	 hallall/salh,	 malkal	 negalral	 dalpalt	 melalkukaln	
penyitalaln/peralmpalsaln	terhaldalp	alset	tersebut.	
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